
Menuntut 
Akuntabilitas 
Memperkuat akuntabilitas korporasi dan uji tuntas rantai pasok untuk 
melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan

Pelajaran dari sepuluh studi kasus di sektor minyak sawit Indonesia1

Makalah ini merangkum beberapa temuan utama dari kajian hak asasi manusia dan tinjauan cermat yang 
dilakukan oleh FPP, TuK INDONESIA, PUSAKA dan WALHI tentang kaitan antara sepuluh perkebunan kelapa 
sawit kontroversial di Indonesia dan perusahaan hilir serta pemodal yang berinvestasi di dalamnya atau yang 
memperdagangkan, memroses atau menghasilkan barang konsumsi dari produk-produk mereka (Gambar 1).1

1	 Lihat Menuntut Akuntabilitas: Memperkuat akuntabilitas perusahaan dan uji tuntas rantai pasok untuk 
melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan - Pelajaran dari sepuluh studi kasus di sektor 
minyak sawit Indonesia, FPP, TuK INDONESIA, PUSAKA, WALHI Riau, WALHI Jambi, dan WALHI 
Sulawesi Tengah, Juni 2021 86 halaman.
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Poin-poin kunci

1.	 Masalah sosial dan lingkungan yang sistemik terus mengusik industri minyak sawit 
Indonesia dan rantai pasok minyak sawit global yang terkait dengannya: 

2.	 Pelanggaran hak asasi manusia yang melekat dalam kelapa sawit seringkali dikaitkan 
dengan sengketa tanah, tata kelola lahan yang lemah, deforestasi dan kerusakan 
lingkungan lainnya: 

3.	 Praktik uji tuntas perusahaan, jika pun dilakukan, seringkali tidak menerapkan pendekatan 
terpadu yang seimbang terhadap uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia

4.	 Akuntabilitas perusahaan dari semua aktor di sepanjang rantai nilai minyak sawit 
kepada masyarakat yang terkena dampak lemah atau tidak ada: 

5.	 Tindakan diperlukan saat ini untuk memastikan penguatan besar terhadap sistem tata 
kelola lingkungan dan sosial (ESG) perusahaan dan pemodal untuk memenuhi tanggung 
jawab perusahaan dan menuntaskan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan;

6.	 Undang-undang tata kelola perusahaan dan regulasi rantai pasok yang berkelanjutan 
harus mewajibkan perusahaan hilir dan bisnis keuangan untuk melakukan uji tuntas di 
seluruh rantai pasok dan rantai nilai mereka; 

7.	 Aturan hukum tentang aktor perusahaan harus didukung oleh verifikasi dan penegakan 
yang kuat, dan mencakup kewajiban pelaku bisnis untuk mengambil tindakan untuk 
menangani dan menyelesaikan dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan 
dan untuk mengungkapkan uji tuntas dan tindakan-tindakan yang dilakukan. 

Warga dan petani plasma berkumpul di luar Kantor Gubernur Jambi memrotes izin konsesi sawit ilegal yang 
berdampak pada tanah dan hutan mereka. Sumber foto: Sophie Chao 
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I. Ringkasan
Analisis rantai pasok yang dimuat dalam laporan ini mendapati bahwa perkebunan dan pabrik 
kelapa sawit yang dinyatakan sebagai milik grup Astra Agro Lestari, First Resources, Golden 
Agri Resources-Sinar Mas dan Salim (Indofood) terkait dengan kasus kerusakan sosial dan 
lingkungan yang serius. Pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan meliputi penolakan/
penyangkalan hak-hak masyarakat adat, perampasan tanah masyarakat tanpa persetujuan, 
penggusuran paksa, pelanggaran hak-hak lingkungan, penindasan, penganiayaan, kriminalisasi 
dan bahkan korban jiwa para pembela HAM. Terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia dan 
kerusakan lingkungan yang sangat serius, berjangka panjang dan terdokumentasi dengan baik 
ini, di lapangan, perusahaan-perusahaan hilir besar terus berinvestasi di, atau mengambil produk 
dari perkebunan-perkebunan ini, seringkali tanpa mengidentifikasi, mencatat atau memperbaiki 
kerusakan sosial yang mereka sebabkan, sumbangkan, yang berkaitan dengan mereka, dan yang 
meraup keuntungan darinya.

Perusahaan hilir yang diselidiki, yang mengambil pasokan sawit dari pemasok tingkat grup 
perusahaan yang mengendalikan atau yang mengambil pasokan dari perkebunan yang berperilaku 
sewenang-wenang, mencakup Cargill, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Wilmar International, Archer 
Daniels Midland dan AAK. Pemodal dan investor terkemuka mencakup Blackrock International, 
ABN-AMRO, Rabobank, Standard Chartered, Citigroup, Lloyds Banking Group, JP Morgan 
Chase, serta berbagai dana pensiun dan kelompok perbankan Asia (Gambar 2). Sebagian besar 
perusahaan hilir yang diselidiki, dan beberapa dari investor ini, adalah anggota terkemuka dari 
Roundtable on Sustainable Palm Oil dan inisiatif-inisiatif keberlanjutan lainnya. Namun, terlepas 
dari fakta bahwa pelanggaran yang terungkap jelas-jelas bertentangan dengan standar RSPO, 
serta dengan kebijakan ‘Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tanpa Eksploitasi’ (NDPE) 
perusahaan dan komitmen perusahaan untuk menerapkan Persyaratan Sosial dari Pendekatan 
Stok Karbon Tinggi (HCSA), didapati bahwa perdagangan dan investasi dengan pemasok 
merugikan terus berlanjut tidak terkendali.

Rantai kotor dan rantai komoditas yang merusak – sebuah masalah global: Saat dunia 
memasuki dekade ketiga abad ke-21, perluasan area tanam komoditas yang didanai 
oleh sistem keuangan global terus mendorong kerusakan sosial, lingkungan, dan iklim 
yang sangat besar.2 Di sektor agribisnis, rantai pasok untuk minyak sawit,3 daging sapi,4 
gula,5 karet,6 kedelai,7 kapas,8 buah-buahan9 dan pisang10 seringkali dicemari dengan 
pelanggaran HAM dan lingkungan yang dilakukan di hulu, di titik produksi.11 Rantai pasok 
dan perdagangan komoditas global juga berkaitan dengan kekerasan dan tindak represif 
terhadap masyarakat adat, masyarakat biasa dan organisasi-organisasi sosial.12 Pasar 
komoditas pertanian juga dijangkiti produk-produk kotor13 dan komoditas ilegal hasil 
pencucian yang dipasok oleh produsen-produsen dalam daftar hitam yang menjadi 
subjek sanksi hukum atas deforestasi ilegal dan pelanggaran hak.14 Di saat yang sama, 
semakin banyak kalangan ilmiah mengaitkan antara konversi lahan skala besar menjadi 
pertanian monokultur untuk produksi komoditas dengan kemunculan dan penyebaran 
penyakit berbahaya dan pandemi.15 Laporan-laporan dari garis depan selama pandemi 
2020-21 menunjukkan bahwa kerugian yang terkait dengan perdagangan komoditas 
semakin meningkat dan akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi seiring negara-
negara produsen dan industri berusaha untuk ‘melemahkan’ regulasi dan memungkinkan 
‘pemulihan ekonomi.’16 Komitmen besar diperlukan oleh pemerintah dan sektor swasta untuk 
memastikan bahwa perlindungan hukum dan kebijakan untuk hak asasi manusia, lingkungan 
hidup dan iklim dipertahankan dan diperkuat selama dan setelah pandemi saat ini.
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Gambar 1. Lokasi studi kasus dan aktor rantai pasok minyak sawit
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Gambar 2. Hubungan rantai pasok



II. Temuan-temuan inti
Kontaminasi rantai pasok
•	 Minyak sawit yang bersumber dari perkebunan, pabrik dan penyulingan yang tidak 

berkelanjutan di Indonesia sering terkontaminasi oleh pelanggaran hak asasi manusia saat ini 
dan historis yang belum terselesaikan (seperti dalam 10 kasus yang diteliti)17

•	 Perkebunan dan rantai pasok minyak sawit terus mendorong terjadinya berbagai sengketa 
tanah dan dampak negatif terkait hak asasi manusia di seluruh Indonesia18

•	 Area yang luas dari tanah masyarakat adat di Indonesia telah dikonversi menjadi izin lahan 
komersial yang dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU) tanpa FPIC yang murni dan tanpa 
kontrak hukum yang benar dengan masyarakat adat terdampak

•	 Proses FPIC yang cacat terkait dengan konsesi dan sewa-pakai lahan untuk pengembangan kelapa 
sawit didasarkan pada informasi yang salah yang berujung pada sengketa tenurial berkepanjangan, 
konflik dan keluhan, dan pengaduan berlarut-larut yang terus berlangsung dan belum terselesaikan 
di tahun 2021 (misalnya, yang berdampak pada wilayah Dayak di seluruh Kalimantan)

•	 Selain pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah dan FPIC, ketidakadilan lain yang terkait 
dengan rantai pasok minyak sawit yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional, 
Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan standar-standar 
keberlanjutan industri termasuk, antara lain, pelanggaran hak atas ketahanan pangan, atas 
air bersih, dan atas lingkungan yang sehat serta penolakan akses ke penyelesaian dampak 
rantai pasok yang merugikan

Orang Rimba yang harta bendanya dirampas perkebunan PTSAL mengalami penganiayaan dari satpam perusahaan 
sebagai ‘penghuni liar’ di atas tanah adat mereka sendiri, yang kini berubah menjadi perkebunan monokultur. 
Sumber foto: Warsi
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Uji tuntas yang cacat dan sistem tata kelola sosial dan lingkungan (ESG) yang lemah
•	 Sistem ESG perusahaan hilir yang ada gagal untuk mengidentifikasi (atau mengabaikan) 

banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan keluhan 
masyarakat terkait yang belum terselesaikan di kawasan hulu di Indonesia, yang harus diambil 
dan ditangani melalui uji tuntas;

•	 Bahkan apabila perusahaan memiliki pernyataan dan kebijakan pengadaan minyak sawit yang 
disertai komitmen hak asasi manusia dan NDPE, termasuk hak atas tanah dan FPIC, mereka 
seringkali tidak memiliki prosedur yang praktis untuk menerapkannya dalam operasi rantai 
pasok dan investasi mereka;

•	 Pelaku usaha minyak sawit seringkali tidak memiliki kerangka kerja verifikasi yang efektif dan 
kredibel untuk menilai kepatuhan terhadap komitmen NDPE mereka dan standar sosial dan 
lingkungan industri dan hukum yang berlaku;

•	 Skema sertifikasi minyak sawit sukarela seperti RSPO dan para auditornya gagal 
mengidentifikasi sengketa tanah, pelanggaran FPIC dan keluhan masyarakat di anak-anak 
perusahaan anggotanya dan rantai pasok mereka;

•	 Peringkat kinerja dan risiko “ESG” saat ini untuk kelompok perusahaan agribisnis dan pemasok 
komoditas yang digunakan oleh perusahaan hilir dan investor untuk melakukan uji tuntas tidak 
dapat diandalkan (informasi seringkali sangat minim dan mengalami bias pelaporan sendiri);

•	 Perusahaan hilir dan pemodal internasional memberikan sedikit atau sama sekali tidak 
memberikan informasi publik tentang prosedur uji tuntas perusahaan mereka untuk 
mengidentifikasi dan menangani dampak dan risiko yang terkait dengan pemasok, mitra, dan 
klien di sektor minyak sawit, dan karenanya gagal memenuhi standar yang ditetapkan dalam 
kerangka pelaporan UNGP;

•	 Pelaku usaha dan investor sebagian besar gagal untuk mengungkapkan tindakan-
tindakan yang akan mereka ambil atau yang telah mereka implementasikan dalam kasus 
ketidakpatuhan dan kerugian yang dilaporkan (misalnya dalam mendeteksi sengketa tanah, 
ancaman terhadap pembela hak asasi manusia, dll.); mereka juga tidak mengungkapkan 
ambang batas yang telah mereka tetapkan yang, jika dilanggar, akan mengakibatkan 
penangguhan pemasok atau pemutusan hubungan bisnis.

“Hingga saat ini ganti rugi layak yang 
sangat dibutuhkan dan hak-hak 
masyarakat yang terkena dampak 
belum terselesaikan dengan baik. 
Kami mendesak investor dan pembeli 
minyak sawit dari PT PSA untuk 
memikul dan berbagi tanggung jawab 
dalam menegakkan pemulihan HAM. 
Masyarakat yang terkena dampak 
menuntut pengembalian tanah mereka,” 
 
Direktur WALHI Riau, 2020
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Ganti rugi dan penyelesaian yang tidak memadai
•	 Masyarakat di Indonesia yang dirugikan oleh kegiatan perusahaan kelapa sawit seringkali 

harus menanggung pelanggaran hak asasi manusia dan keluhan tanpa penyelesaian yang 
efektif selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun (jika ada);

•	 Kelompok perusahaan dan konglomerasi kelapa sawit yang kuat masih terus lepas tangan 
dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan keluhan masyarakat dengan menjual 
(mendivestasi) anak perusahaan yang ‘bermasalah’ (misalnya, divestasi PT MAS oleh Sime 
Darby pada tahun 2019);

•	 Mekanisme akuntabilitas industri kelapa sawit yang ada seperti sistem pengaduan RSPO 
biasanya lambat dan tidak efektif (misalnya, kasus PT MAS yang merugikan masyarakat 
Dayak Hibun di Kalimantan Barat);

•	 Verifikasi perusahaan hilir bahwa upaya penyelesaian oleh pemasok berjalan efektif dan keluhan 
masyarakat telah diselesaikan sesuai harapan pemegang hak yang terdampak lemah atau tidak ada.

Praktik positif dalam bisnis minyak sawit: Kajian ini menemukan bahwa sejak 2017 
telah ada kemajuan penting di sektor kelapa sawit dalam meningkatkan transparansi 
rantai pasok melalui pengungkapan para pemasok dan daftar pabrik oleh perusahaan 
transnasional yang menggunakan referensi umum yang dikenal sebagai Daftar Pabrik 
Universal (Universal Mill List).19 Sebagian perusahaan hilir memperbarui daftar pabrik yang 
mereka terbitkan setidaknya setiap tahun dan sebagian melakukannya dengan lebih teratur 
(mis. Nestlé, AAK, ADM Eropa), dan beberapa (mis. Nestlé) mengungkapkan bagaimana 
pabrik tertentu dan produsen minyak sawit pihak ketiga terkait dengan pemasok langsung 
“Tingkat 1” mereka. Pengungkapan daftar lengkap pemasok kepada publik termasuk 
pemasok pihak ketiga harus diadopsi oleh sektor komoditas pertanian lain dan para pelaku 
rantai pasok, termasuk oleh pelaku bisnis domestik hulu, kelompok perusahaan, pengolah 
dan pengecer; dan harus diwajibkan dalam regulasi dan undang-undang yang tengah 
digodok tentang tata kelola perusahaan, uji tuntas rantai pasok, dan transparansi.

Selain perampasan tanah dan deforestasi, pabrik sawit di Indonesia dan di negara-negara produsen lainnya 
seringkali dikecam karena menimbulkan polusi udara dan air yang membawa dampak merugikan terhadap hak atas 
kesehatan dan air warga sekitar. Sumber foto: Rhett A Butler / Mongabay 
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III. Menuntut 
akuntabilitas perusahaan 
dan seruan untuk 
membuat perubahan
Studi kasus yang dilakukan menyoroti berbagai tuntutan pada pelaku rantai pasok yang dibuat 
oleh pemegang hak dan masyarakat terdampak, termasuk seruan pada bisnis keuangan 
internasional dan perusahaan hilir untuk menyelidiki kasus-kasus terkait dan menangani dampak 
hak asasi manusia dan keluhan yang belum terselesaikan. Tuntutan khusus masyarakat akan 
rencana aksi terikat waktu untuk memfasilitasi pengembalian dan ganti rugi tanah juga ditujukan 
kepada Sime Darby, Cargill Inc, Astra International Group/Jardine Matheson, AAK, Nestlé, PepsiCo, 
Wilmar dan Unilever. Masyarakat terdampak menekankan perlunya tindak lanjut dan pemantauan 
khusus dan transparan terhadap langkah-langkah penyelesaian dan kesepakatan. Dalam 
beberapa kasus, perusahaan hilir diminta untuk menangguhkan pembelian minyak sawit dari 
pemasok yang merusak, seperti PT Kurnia Luwuk Sejati.

“Kami tetap menginginkan tanah adat 
kami kembali dan ganti rugi yang layak. 
PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) 
mengkonversi 1.462 hektar tanah adat 
di Dusun Kerunang dan Dusun Entapang 
menjadi Hak Guna Usaha (HGU) tanpa 
proses FPIC yang benar – ini adalah 
perilaku menipu. Kami tidak ingin 
kehilangan tanah adat kami…” 
 
Tokoh masyarakat, Dusun Entapang, Kecamatan 
Bonti, Kalimantan Barat, 2020

Laporan yang lengkap juga menyajikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi perusahaan 
dan investor untuk meningkatkan uji tuntas untuk melindungi hak asasi manusia dan lingkungan 
dengan lebih baik lagi. Pelajaran dari studi-studi kasus ini juga digunakan untuk membuat 
rekomendasi bagi aktor negara yang menyusun peraturan perundang-undangan tentang tata 
kelola perusahaan dan regulasi keberlanjutan untuk rantai pasok ‘yang berisiko terhadap hutan’. 
Rekomendasi-rekomendasi inti untuk berbagai aktor yang diturunkan dari proposal-proposal aksi 
yang rinci yang diuraikan dalam laporan yang lengkap adalah sebagai berikut.
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Transformasi penting untuk abad ke-21: Masyarakat adat dan komunitas yang terkena 
dampak perdagangan komoditas global yang merugikan telah lama menyerukan agar 
peraturan perundang-undangan yang mengikat komoditas dan aktor perusahaan 
menegakkan hak asasi manusia, melindungi wilayah adat dan menghapus pelanggaran 
hak yang “melekat”, kerusakan iklim dan perusakan lingkungan dari komoditas.20 Gerakan-
gerakan sosial dan PBB menyerukan kepada perusahaan dan pemodal untuk meningkatkan 
sistem tata kelola sosial dan lingkungan mereka untuk mengambil tindakan guna 
memastikan tidak ada toleransi terhadap perampasan tanah, penghilangan nyawa dan 
kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan 
investasi mereka.21 Bersamaan dengan tuntutan akan regulasi hukum, akuntabilitas dan 
transparansi bisnis dan industri keuangan yang lebih besar di seluruh dunia, masyarakat 
adat dan gerakan keadilan iklim terus menyerukan transformasi menuju sistem ekonomi 
yang sehat, manusiawi, adil dan berwawasan agro-ekologi, ekonomi alternatif dan peralihan 
dari monokultur berbasis bahan kimia dan model pertumbuhan ekonomi industri yang 
didasarkan pada ekstraksi skala besar dan industrialisasi.22 

A. Tuntutan khusus dari masyarakat terdampak
Laporan ini menyoroti berbagai tuntutan yang dibuat oleh masyarakat yang terkena dampak buruk 
di 10 rantai pasok spesifik yang diselidiki, termasuk seruan kepada perusahaan hilir dan bisnis 
keuangan internasional untuk melakukan penyelidikan independen terhadap kasus-kasus terkait 
dan mengambil tindakan untuk menangani dampak hak asasi manusia dan keluhan yang belum 
terselesaikan. Tuntutan khusus masyarakat akan rencana aksi terikat waktu untuk memfasilitasi 
pengembalian dan ganti rugi tanah juga ditujukan ke Sime Darby, Cargill Inc, Astra International 
Group/Jardine Matheson, AAK, Nestlé, PepsiCo; Wilmar dan Unilever. Masyarakat terdampak 
menekankan perlunya tindak lanjut dan pemantauan khusus dan transparan terhadap langkah-
langkah penyelesaian dan kesepakatan. Dalam beberapa kasus, perusahaan hilir diminta untuk 
menangguhkan pembelian minyak sawit dari pemasok yang merusak, seperti PT Kurnia Luwuk Sejati. 
 

B. Rekomendasi umum bagi aktor rantai pasok
Selain tuntutan khusus yang diajukan kepada bisnis dan pemodal transnasional, laporan ini 
menguraikan serangkaian proposal aksi bagi berbagai aktor rantai pasok.

Perusahaan hilir dan operator pasar 
	) Menerapkan langkah-langkah sendiri dan mendukung inisiatif dan aksi kolektif di sektor ini 
untuk memungkinkan adanya verifikasi independen yang kredibel terhadap kepatuhan 
terhadap standar bisnis dan hak asasi manusia dan keberlanjutan, termasuk verifikasi berbasis 
lapangan terhadap penghormatan atas tenurial masyarakat, FPIC, NDPE dan komitmen HCSA;

	) Menerapkan uji tuntas khusus pada tata kelola tenurial dan menggunakan sumber informasi 
yang kredibel untuk mengidentifikasi dan menangani sengketa hak tenurial dan sengketa 
tanah serta keluhan terkait masyarakat di hulu rantai pasok;

	) Mengembangkan dan mengadopsi prosedur uji tuntas khusus tentang pembela hak asasi 
manusia dan lingkungan untuk mengidentifikasi dan menangani kekerasan, intimidasi, tindak 
represif dan kriminalisasi masyarakat yang terkena dampak rantai pasok yang merugikan dan 
perilaku perusahaan yang sewenang-wenang;

	) Mencantumkan ketentuan hak asasi manusia dan lingkungan yang mengikat dalam kemitraan 
usaha dan kontrak pasokan untuk mewajibkan pemasok hulu untuk menerapkan standar khusus 
dalam kegiatan mereka dan menegakkan standar-standari ini dalam rantai pasok mereka sendiri; 

	) Mengungkapkan kepada publik tindakan uji tuntas yang direncanakan atau yang sedang 
dilakukan untuk mengatasi dampak dan risiko rantai pasok yang merugikan sejalan dengan 
Kerangka Pelaporan UNGP: pengungkapan tersebut harus terkait dengan operasi, pemasok, 
dan yurisdiksi tertentu (bukan sekadar pernyataan secara umum);
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	) Mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan protokol tindakan ketidakpatuhan, yang 
menetapkan tindakan apa yang akan dilakukan perusahaan atau pemodal dalam praktiknya 
untuk mendeteksi ketidakpatuhan dalam rantai pasok atau portofolio mereka.

Investor dan industri keuangan
	) Mengembangkan dan mengadopsi praktik uji tuntas untuk memverifikasi dan memeriksa silang 
informasi peringkat ESGT tentang calon klien, pihak yang menerima investasi, dan peminjam 
menggunakan sumber informasi independen seperti media, masyarakat sipil, studi akademis, 
dan laporan masyarakat;

	) Mengadopsi dan menerbitkan kode praktik untuk hanya membiayai dan berinvestasi di 
perusahaan kelapa sawit dan kelompok perusahaan agribisnis, pemegang konsesi, pabrik, 
penyulingan dan pengembang lahan yang mampu menunjukkan kepatuhan terhadap standar 
hak asasi manusia dan lingkungan internasional;

	) Menggunakan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan sumber-sumber pengaruh (pengungkit) 
lain untuk mendorong kepatuhan terhadap standar yang disepakati, termasuk kepatuhan 
terhadap UNGP dan standar hukum hak asasi manusia internasional terkait dan berupaya 
memaksimalkan pengaruh terhadap klien dan mitra;

	) Mengungkapkan secara lengkap pinjaman, penjaminan emisi, kepemilikan aset dan 
investasi di sektor berisiko tinggi, termasuk informasi tentang kepemilikan manfaat (pemilik 
sesungguhnya) dan kepentingan pemegang saham di perusahaan minyak sawit dan agribisnis 
lainnya untuk memastikan transparansi, termasuk kepentingan di perusahaan bayangan yang 
terdaftar di yurisdiksi kerahasiaan lepas pantai.

Pembuat kebijakan dan legislator
Ditekankan bahwa agar efektif, langkah-langkah hukum dan regulasi bisnis dan hak asasi manusia 
serta keberlanjutan rantai pasok ‘yang berisiko terhadap hutan’ harus memastikan, antara lain, 
beberapa hal berikut:

	) CPerusahaan berkewajiban mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan dampak dalam 
rantai pasok dan portofolio mereka;

	) Penerapan uji tuntas perusahaan dan persyaratan pengungkapan di seluruh rantai pasok dan 
rantai nilai perusahaan, kemitraan usaha dan portofolio (mencakup baik pemasok langsung 
maupun tidak langsung); 

	) Pembentukan mekanisme pemantauan, verifikasi dan penegakan yang kuat untuk mendukung 
kepatuhan;

	) Sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar undang-undang uji tuntas dan regulasi rantai 
pasok yang berlaku;

	) Akses ke upaya hukum di pengadilan negara tempat perusahaan berdomisili bagi pemegang hak 
dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan, hubungan bisnis, dan investasi mereka.

“Kami sekarang menyerukan kepada para pembeli minyak 
sawit dari Astra Agro Lestari seperti Unilever, Nestle, PepsiCo, 
Cargill dan Wilmar serta pelaku hilir lainnya untuk berbagi 
tanggung jawab dan bekerja bersama-sama untuk mendukung 
pengembalian lahan kepada Orang Rimba di PT SAL,” 
 
Juru bicara, KKI Warsi, 2020
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